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TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentangPemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan KetigaBelas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TentaraNasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan PenerimaPensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu,
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945:2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIIndragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2754):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286):4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355),

5. Undang-Undang ...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679),Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322),Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentangPemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau PenghasilanKetiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil,Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai NegeriSipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6545),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310),Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran DaerahKabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10),Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah KabupatenIndragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan BupatiIndragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2020 tentang PerubahanKelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita DaerahKabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 50),

5.

6.

7.

o.

MEMUTUSKAN :....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNISPEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1.

PP
N

(1)

(2)

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
Daerah adalah Kabupaten Indragiri HuluBupati adalah Bupati Indragiri Hulu.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pernerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur SipilNegara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CalonPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uangsebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dandibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturanperundang-undangan.
Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepadakaryawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

5.

6.

7.

8.

BAB II
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2Gaji ketiga belas diberikan kepada:a. PNS: dan
b. CPNS.
PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:a. PNS dan CPNS yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,b. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinyadibayar oleh Pemerintah Daerah,c. PNS penerima uang tunggu,d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur,dan
e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 3Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada:a.
b.

PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, danPNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayaroleh instansi tempat penugasan.

Pasal...



Pasal 4
(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan palingbanyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karenaberubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisihkekurangan Gaji ketiga belas.

Pasal 5Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagiPNS, paling banyak meliputi:a. gaji pokok,
b. tunjangan keluarga, dan
Cc. tunjanganjabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagiCPNS, paling banyak meliputi:a. 80 X (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS,b. tunjangan keluarga, danc. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7(1) Besaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidakdikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajakpenghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan danditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8(1) Gaji ketiga belas untuk PNS dan CPNS dibayarkan pada bulan Agustus.(2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapatdilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Surat PerintahMembayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Gaji ketiga belas, dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10Pendanaan pemberian Gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, Ngemerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya da Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu.

Ditetap di Rengat
pada tangga /2. Agustus 2020

WBUPATI IND GIRI HULU
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H. YOPI ARIANTO
Diundangkan di Rengatpada tanggal » Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN INDRAGIRI HULU
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H. HENDRIZAL
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